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ABSTRAK 

 

Perjanjian perdamaian setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan 

hukum tetap pada praktik di pengadilan masih sering terjadi, seperti pada perkara 

perdata No. 431/Pdt.G/2016/PN.Smg. Hal ini menimbulkan pertanyaan dapatkah 

para pihak mengadakan perjanjian perdamaian setelah adanya putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap dan bagaimana akibat hukumnya, serta bagaimana 

apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi pada perjanjian perdamaian 

tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi 

deskriptif analitis, dan menggunakan data sekunder, serta menggunakan analisis 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian perdamaian setelah 

adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan 

memenuhi syarat sahnya perjanjian perdamaian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata 

tentang  kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal; 

Pasal 1851 ayat 2 KUHPerdata tentang perdamaian dibuat secara tertulis; Pasal 

1854 KUHPerdata tentang harus ada perselisihan antara kedua belah pihak dan 

harus ada timbal balik dalam hal pengorbanan dari para pihak; dan Pasal 1852 

ayat 1 KUHPerdata tentang untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan 

bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang 

termaktub di dalam perdamaian itu, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan 

yaitu dengan melakukan pencabutan sita eksekusi dan pencabutan perkara No. 

12/Pdt.Eks/2018/PN.Smg jo No. 431/Pdt.G/2016/PN.Smg guna menghentikan 

perkara. Serta, apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian perdamaian tersebut 

maka eksekusi tetap dapat berjalan dengan mengesampingkan perjanjian 

perdamaian karena harus melaksanakan isi amar putusan perkara perdata No. 

431/Pdt.G/2016/PN.Smg.  
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